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BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR
771/PID.Sus/2014/PN.Sda. TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK

DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam

Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah
tangga.”’ Lingkup rumah tangga ini meliputi suami, anak dan orang-orang
yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan
perwalian dalam rumah tangga atau orang yang bekerja dalam jangka waktu

selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.®’

% Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

8! Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
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Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.®’ Kekerasan terhadap anak
adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

83
melawan hukum.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim
Pengadilan =~ Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan Nomor
771/PID.Sus/2014/PN.Sda. tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah
tangga, = Hakim  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo  terlebih  dahulu
mempertimbangkan kembali tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut
terdakwa telah melanggar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4

(empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan apakah sudah tepat.

Untuk lebih jelasnya ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

berbunyi sebagai berikut :

“’setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara

%2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 16 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
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paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima

belas juta rupiah).”’

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari pasal 44
ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

1. Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan selaku subjek pelaku

tindak pidana untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa
sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selain itu yang dimaksud lingkup rumah
tangga adalah pelaku perbuatan haruslah berada dalam lingkup rumah

tangga yang meliputi sebagai suami, isteri, dan anak.

Berdasarkan unsur yang semuanya ada pada diri terdakwa bernama
Bambang Herwahono, terdapat satu unsur yang paling dominan yakni
terdakwa selaku ayah kandung korban yang bernama Widya Ruchiatna
Heriani telah sengaja melakukan kekerasan fisik dengan cara menyulutkan

rokok kearah badan korban yang mengenai jari korban.

Dari apa yang terungkap inilah yang menjadi salah satu dorongan utama

mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang
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dianggap secara sah bersalah dan melanggar hukum, sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah menimbang tuntutan jaksa penuntut umum dan sebelum Hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan, Hakim mempertimbangkan

pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

1. Bahwa dipandang dari segi agama dan moral perbuatan terdakwa adalah

sangat tercela.

2. Bahwa terdakwa sebagai kepala rumah tangga tidak menunjukan perilaku

yang dapat menimbulkan perlindungan bagi keluarga.

3. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka

bakar.

Hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

2. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak

menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.

3. Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

4. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
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5. Bahwa terdakwa sebagai anggota polisi yang telah mengabdi selama kurang

lebih 30 tahun.

6. Bahwa saksi korban selaku anak kandung dari terdakwa dalam persidangan

telah memaatkan perbuatan terdakwa.

Maka Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara dengan
tidak melampaui batas hukuman, dalam penyelesaian perkara hakim
mempertimbangkan dengan cara pembuktian perkara, kejadian perkara, dan
tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Maka Hakim memvonis pelaku
kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dengan terdakwa Bambang
Herwahono yang tak lain bapak kandung dari saksi korban Widya Ruchiatna
Heriani yang tak lain adalah anak kandung dari terdakwa dengan hukuman
penjara 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan membebani terdakwa membayar

biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam hal ini Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai kurang
memberi ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman
yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini dianggap
begitu ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulangi

perbuatan yang sama.

Menurut saya pasal yang dipakai jaksa penuntut umum dalam dakwaannya
tidak sesuai dengan tuntutan pidana kepada terdakwa yang hanya 4 (empat)

bulan kurungan penjara, padahal ketentuan hukuman dalam Undang-Undang
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Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

pasal 44 ayat 1 yang berbunyi :

“’setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”’

Dalam ketentuan pasal diatas sudah jelas bahwasannya hukuman bagi
pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah 5 tahun penjara dan denda
Rp 15.000.000,00. Seharusnya Hakim dalam memutus perkara ini dengan
pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Herwahono dalam kasus ini

adalah 5 tahun penjara.

Jika diteliti dengan rinci tentang pertimbangan hukum yang digunakan
Hakim untuk memutus perkara kasus dengan terdakwa Bambang Herwahono
dan menjatuhkan pidana penjara dengan pasal 44 ayat 4. Dalam hal ini pasal

44 ayat 4 berbunyi :

“’dalam hal sebagaimana dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima

juta rupiah)”’
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Dalam pasal ini jelas hukuman pidana penjara bagi si pelaku adalah 4
(empat) bulan penjara, namun dalam pasal ini subyeknya adalah suami

terhadap isteri atau sebaliknya, bukan orang tua terhadap anak.

Namun dalam hal ini Hakim juga keliru bila mempertimbangkan
hukuman yang tidak sesuai dengan pasal yang dijerat kepada si pelaku,
layaknya Hakim menghukum dengan sesuai pasal yang di kenakan, bukan
malah mempertimbangkan hukuman hanya dengan kebetulan sama dengan
pasal 44 ayat 4 Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga. Dari sini jelas bahwa pertimbangan hukum Hakim tidak jelas

dan cacat secara hukum.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga pasal 44 ayat 1,
seharusnya Hakim Menghukum pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah
tangga harusnya dihukum pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bukan 2 (dua)

bulan 15 (lima belas) hari.

Opsi lain dari analisa saya jika kekerasan dalam rumah tangga subyeknya
anak. Dari definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari kasus ini saksi korban
Widya Ruchiatna Heriani berumur 16 tahun, Maka selayaknya Hakim
mempertimbangkan hukuman kepada terdakwa dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
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Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan ketentuan hukuman pada

pasal 80 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh

puluh dua juta rupiah).

2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku
dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, ayat 2, ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut

orang tuanya.

Dari ketentuan pasal diatas seharusnya Hakim menghukum terdakwa
Bambang Herwahono dengan ketentuan pasal 80 ayat 1 dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp
72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan diperkuat dengan pasal 80

(34

ayat 4 yang berbunyi Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 apabila yang melakukan
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penganiayaan tersebut orang tuanya.”’. maka hukuman penjara bagi
Terdakwa Bambang Herwahono adalah 3 tahun 6 bulan penjara dan denda
Rp 72.000.00,00 dan ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat 1 karena
Bambang Herwahono adalah orang tua kandung dari korban Widya

Ruchiatna Heriani

Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo diatas
merupakan salah satu bentuk praktik Peradilan di Indonesia yang belum
sepenuhnya memberikan keadilan kepada pihak korban kekerasan terhadap
anak dalam rumah tangga yang menjatuhkan vonis pidana penjara yang

ringan dan jauh dari ketentuan-ketentuan pasal yang seharusnya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam

Rumah Tangga

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan
Negeri Sidoarjo Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. dalam Hukum Pidana
Islam dikenal dengan Tindak Pidana Atas Selain Jiwa (penganiayaan). Yang
dimaksud tindak pidana atas selain jiwa menurut Abdul Qadir Audah adalah
setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi
tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini juga sejalan dengan
Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan

melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan,
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pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya

masih tetap tidak terganggu.**

Pembagian tindak pidana atas selain jiwa ada dua klasifikasi yaitu tindak
pidana selain jiwa disengaja dan tindak pidana selain jiwa yang tidak
disengaja. Meskipun perbuatan sengaja berbeda dengan perbuatan tidak
sengaja dari sisi materi perbuatan dan hukumnya, namun dalam kebanyakan
hukum dan ketentuannya keduanya sama. Para fukaha menggabungkan
keduanya saat menjelaskan hukum-hukumnya. Hal ini karena dalam tindak
pidana atas selain jiwa yang dilihat adalah objek atau sasarannya, serta akibat

yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Para fukaha membagi tindak pidana atas selain jiwa baik yang disengaja
maupun yang tidak disengaja, menjadi lima bagian, pertama adalah
memisahkan anggota badan atau sejenisnya, kedua adalah menghilangkan
manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada, ketiga adalah
melukai kepala dan muka, keempat adalah melukai selain kepala dan muka,

dan yang terakhir yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.

Hukuman untuk pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah gishash,
gishash adalah hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan disengaja,

adapun diat dan ta’zir adalah hukuman pengganti yang menempati posisi

¥ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005),179.
% Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Gema Insani Press),38.
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gishash. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pengganti kecuali jika

hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.™

Dari keterangan pada kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan
Negeri Sidoarjo Nomor 771/PID.Sus/2014/PN.Sda. Tentang kekerasan
terhadap anak dalam rumah tangga. Yang pelakunya adalah Bambang
Herwahono yang tak lain dan bukan adalah orang tua kandung dari korban.
Maka dalam Hukum Pidana Islam tidak dapat dikenai hukuman gishash, ini
berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi,
Ibn Majah, dan Baihaqi dari Umar ibn Al-Khattab, bahwa ia mendengar

Rasullulah SAW. Bersabda :
o2l AlI Sl EEY

Artinya :
Tidaklah digishash orang tua karena membunuh anaknya.”’”

Dalam hadist diatas sudah jelas bahwa terdakwa Bambang Herwahono
tidak boleh di gishash, sebab adanya hubungan darah antara pelaku Bambang
Herwahono yang tak lain ayah kandung korban dari korban Widya Ruchiatna
Heriani, maka dalam hal ini jika hukuman gishash terhalang oleh karena

korban adalah bagian dari pelaku maka hukumannya berhak dita’zir

% Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV, (Bogor : PT Kharisma Ilmu,2008),25.
%7 Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV, (Bogor : PT Kharisma [lmu,2008),26.
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Sebagaimana Imam Malik berpendapat bahwa berpendapat bahwa pelaku
tindak pidana penganiayaan secara disengaja berhak di za’zir. Baik ia berhak
digishash maupun tidak, karena adanya penghalang qishash, ampunan, atau
akad damai. Sedangkan Imam Abu Hanafiah, Imam Syafi’i, dan Imam
Hambali berpendapat tidak ada ¢a’zir bersama gishash karena Allah berfirman

dalam surat al-Maidah ayat 45 :

8T ol Gl —adlly A0 201 O B s
“w s 2 0Tt gl “aTe AN AT
Selad 2l adl adly 03NG 5N

Artinya : Artinya: dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata,
hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan
luka luka (pun) ada gisashnya.*

Dari pendapat terakhir jelas bahwa pendapat lebih dekat dengan logika,
karena ketika hukuman g¢ishash tidak mampu mencegah pelaku, tidak

diragukan bahwa ta’zirlebih tidak mampu untuk mencegah dan mendidiknya.

Jika tiga imam tidak sepakat menjadikan ta’zir sebagai hukuman pokok,
bukan berarti mereka menghalangi 7a’zir sebagai hukuman pengganti ketika
gishash gugur atau terhambat berbagai sebab jika wali melihat hal itu perlu.
Karena itu, pelaku berhak diza’zir, adapun ketentuan fa’zir dan macamnya

diserahkan kepada pemerintah yang akan memilih jenis hukuman dan

% Departemen Agama RI,215.
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kadanrnya atau diserahkan pada hakim atau penguasa untuk memilih hukuman

di antara beberapa jenis fa zir yang telah ditentukan.*

Maka dalam hal ini Pertimbangan hukum Hakim sesuai dengan Hukum
Pidana Islam. Hal ini dikarenakan hukuman bagi pelaku tersebut orang tua
kandung korban yang hukumnya dikembalikan kepada penguasa atau hakim.
Hukuman tersebut bersifat mendidik dan mencegah. Dan tidak dibenarkan
memberikan hukuman yang berat atau yang tidak sesuai dengan kadarnya.
Terbukti hukuman yang diterima pelaku adalah pidana penjara selama 2 (dua)
bulan 15 (lima belas) hari dan membebani terdakwa dengan biaya perkara Rp

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

% Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV, (Bogor : PT Kharisma [lmu,2008),66.





